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Inovasi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor dengan Sistem Drive-Thru 

merupakan sebuah bentuk pembaruan tata kelola pelayanan pengujian kendaraan bermotor 

yang dikembangkan di Dinas Perhubungan Kota Madiun sebagai respons atas berbagai 

permasalahan dalam sistem pelayanan konvensional. Sebelum adanya inovasi ini, alur 

pelayanan uji berkala masih memerlukan waktu relatif lama, sarana dan prasarana belum 

sepenuhnya optimal, serta kesadaran sebagian pemilik kendaraan terhadap pentingnya uji 

berkala masih tergolong rendah. Kondisi tersebut berdampak pada terjadinya antrean panjang, 

ketidaknyamanan pemohon uji, serta potensi menurunnya efektivitas pelayanan publik. 

 

Inovasi ini menghadirkan konsep Drive-Thru pada tahapan pengambilan hasil uji 

kendaraan, sehingga pemohon uji tidak lagi diwajibkan turun dari kendaraan setelah proses 

pengujian selesai. Dalam sistem konvensional, pemohon harus melakukan pendaftaran dan 

verifikasi data, mengikuti pengujian kendaraan, kemudian turun dari kendaraan menuju loket 

pencetakan hasil uji dan mengambil hasil uji secara manual. Melalui inovasi ini, alur 

pelayanan disederhanakan dengan tetap mempertahankan tahapan pendaftaran dan pengujian 

kendaraan, namun dilanjutkan dengan masuk ke jalur Drive-Thru untuk pengambilan hasil uji 

secara langsung dari dalam kendaraan. 

 

Penerapan sistem Drive-Thru ini bersifat semi drive-thru, karena fokus inovasi masih 

berada pada tahap pengambilan hasil uji, sementara proses pendaftaran dan verifikasi data 

tetap dilakukan secara konvensional. Meskipun demikian, perubahan pada tahapan akhir 

pelayanan ini memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi waktu, pengurangan antrean, 

serta peningkatan kenyamanan pemohon uji. 

 

Secara substansi, inovasi ini dirancang untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih 

cepat, mudah, transparan, dan efisien. Sistem Drive-Thru meminimalkan interaksi yang tidak 

perlu, mengurangi pergerakan pemohon di area pelayanan, serta menata ulang alur kerja 

petugas agar lebih terstruktur. Dengan demikian, inovasi ini juga mendukung peningkatan 

akuntabilitas pelayanan serta kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pengujian 

kendaraan bermotor. 

 

Dampak dari penerapan inovasi ini meliputi percepatan waktu pelayanan, meningkatnya 

persepsi masyarakat terhadap transparansi dan profesionalitas layanan, meningkatnya 

kepercayaan publik kepada Dinas Perhubungan Kota Madiun, serta tumbuhnya kesadaran 

masyarakat untuk melaksanakan uji berkala kendaraan secara tepat waktu. Inovasi ini menjadi 

bukti komitmen pemerintah daerah dalam melakukan pembaruan pelayanan publik berbasis 

kebutuhan masyarakat. 
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